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ABSTRAK 
 
 

Penerapan self assessment system dalam hukum perpajakan Indonesia memberikan 
kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar 
dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Namun keleluasan ini rentan disalahgunakan oleh 
wajib pajak badan (Perusahaan) melalui penerbitan dan penggunaan Faktur Pajak Tidak 
Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (fiktif). Praktik manipulatif ini memicu kerugian 
materil yang signifikan pada pendapatan kas negara. Studi ini bermaksud guna menganalisis 
pengaruh self-assessment system terhadap potensi penyalahgunaan faktur pajak serta 
membedah konsep dan mekanisme pemulihan dan kerugian pendapatan negara baik melalui 
jalur administratif maupun jalur pidana. Metode penelitian yang diimplementasikan ialah 
studi hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan 
pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang diimplementasikan 
meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi 
kepustakaan (library research) tekhnik analisis bahan hukum dilaksanakan secara kualitatif-
deduktif untuk mengambil rangkuman yang spesifik atas isu hukum yang diteliti. Hasil 
penelitian bahwa self-assesment system memberikan ruang kemandirian yang luas bagi 
Perusahaan untuk merekayasa dokumen seolah-olah transaksi terjadi riil. Terkait 
penanggulangannya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat mengoptimalkan pemulihan 
keuangan negara melalui jalur administratif melalui pengenaan status suspend (penonaktifan 
sertifikat elektronik e-faktur) dan disertai sanksi denda 1% dari Dasar Pengenaan Pajak 
(DPP) berlandaskan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP). Kedua, jalur 
pidana perpajakan yang kini berorientasi pada prinsip restorative justice (menempatkan 
pidana badan sebagai ultimum remedium dan pemulihan aset sebagai primum remedium). 
Mekanisme ini diperkuat melalui pasal 44B UU HPP yang memungkinkan penghentian 
penyidikan demi kepentingan penerimaan negara apabila pelaku melunasi pokok pajak 
beserta sanksi denda hingga 4 (empat) kali lipat untuk kasus faktur pajak fiktif, ditunjang 
dengan perluasan wewenang PPNS DJP guna melaksanakan penyitaan dan pemblokiran aset 
tersangka sejak tahap penyidikan .  
 
Kata Kunci : Self-assesment system, Faktur pajak fiktif, kerugian negara, Jalur 
administratif, Jalur pidana  
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ABSTRACT 
 
 

The implementation of the self-assessment system in Indonesian tax law grants 
taxpayers full discretion to calculate, determine, pay, and report their own tax liabilities. 
However, this flexibility is susceptible to abuse by corporate taxpayers (companies) 
through the issuance and use of tax invoices not based on actual transactions (fictitious). 
This manipulative practice causes significant material losses to state revenue. This study 
aims to analyze the impact of the self-assessment system on the potential for tax invoice 
abuse and to examine the concepts and mechanisms for recovering state revenue losses 
through both administrative and criminal channels. The research method implemented is a 
normative legal study using a statutory approach and a conceptual approach. The legal 
materials used include primary, secondary, and tertiary sources collected through library 
research; the legal analysis was conducted using a qualitative-deductive method to derive 
specific conclusions regarding the legal issues under investigation. The research findings 
indicate that the self-assessment system provides companies with extensive autonomy to 
fabricate documents to make it appear as though transactions actually occurred. Regarding 
its resolution, the Directorate General of Taxes (DGT) can optimize the recovery of state 
revenue through administrative channels by imposing a suspension status (deactivation of 
the e-invoice electronic certificate) accompanied by a fine of 1% of the Tax Base (DPP) in 
accordance with the Tax Harmonization Law (UU HPP). Second, the criminal tax 
enforcement pathway is now oriented toward the principle of restorative justice (treating 
imprisonment as a last resort and asset recovery as the primary remedy). This mechanism 
is reinforced by Article 44B of the Tax Harmonization Law (UU HPP), which allows for 
the termination of an investigation in the interest of state revenue if the perpetrator pays 
the principal tax amount along with a fine of up to four times the amount for cases of 
fictitious tax invoices, supported by the expansion of the authority of the DGT’s Tax 
Investigation Officers (PPNS) to carry out the seizure and freezing of the suspect’s assets 
from the investigation stage.  

 
Keywords : Self-assessment system, Fictitious tax invoice, State losses, Administrative 
pathway, Criminal pathway 
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